
BUPATI NGAWI 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR \r, TAHUN 2017 

TENTANG 
MODAL DISETOR PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pada 
Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Ngawi Tahun 2016 Nomor 03), perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Modal Disetor Pemerintah Kabupaten Ngawi 

Kepada Perusahaan Daerah Air Minum. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia Nomor 9); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3951); 
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4338); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14,Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5261); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa ka1i diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Hukum Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 
Nomor 07); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 

tentang lnvestasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi 

Nomor 3 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2010 nomor 03); 

17. Peraturan Daerah KabupatenDaerah Tingkat II Ngawi 

Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi 
Tahun 1982 Nomor 9/d Seri D); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 

Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ngawi Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah 
Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 
2013 Nomor 22); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi 
Tahun 2016 Nomor 11); 

20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi 
kepada Perusahaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten 
Ngawi Tahun 2016 Nomor 10); 

21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 65 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11 Tahun 2017 (Berita 

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 11). 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG MODAL DISETOR 

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI KEPADA 
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. 

Pasal 1 
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan modal disetor dari Pemerintah Kabupaten 

Ngawi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tahun Anggaran 2017 
sebesar Rp. 500.000.000,00 ( Lima Ratus Juta Rupiah). 

Pasal 2 

(1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk: 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat; dan 
b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Perusahaan 

Daerah Air Minum. 

(2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan 

prinsip kehati-hatian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

Diundangkan di Ngawi 

pada tanggal S' Jun i P-b\7 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI, 

TTD 

MOKH. SODIQ TRIWIDIY ANTO 

Ditetapkan di Ngawi 
pada tanggal e; Juni P-017 

BUPAA'I NGAWI, 

TTD 

BUOi SULISTYONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017 NOMOR . .l~ 


